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BUPATI PINRANG 
PROVINS! SUIAWESI SEi....-.TAN 

PERATIJRAN BUPATI PINRANG 
NOMOR TAHUN 2023 

TENT ANG 

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASJ, 1UGAS DAN FUNGSJ 
SERTA TATA KERJA DINAS KOPERASI, USAHA KECJL DAN MENENGAH 

OENGAN RAHMATTIJHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI PINRANG, 

Memmbang 

Mengingat 

a. bahwa Kedudukan, Suaunan Organisasi, Tuga1 dan 
Fungsi, Sert.a Tata Kerja Dina, Koperasi, Usaha Kecil dan 
Menenga.h telah ditetapkan dengan Pcraturan Bupati 
Pinrang Nomor 61 tcnta.ng Kedudukan, Susunan 
Organi:,a.si, Togas dan F'ungsi Sena Ta.ta Kerja Dinas 
Koperasi, Uaaha Kocil dan Menengah; 

b. bahwa Pcraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam 
hurur a, audah tidak sesuai lagi dengan perkembangan 
dinamika penyelenggaraan pemerintahan daerah serta 
perkembangan peraturan perundang-undangan dan 
kebutuhan pcnyelenggaraan tugaa dan fungal Dinaa 
Koperaai, Usaha Kee,.! dan Menengah, achingga perlu 
diganti; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu mcnetapkan 
Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan 
Organisaai, Togas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinaa 
Koperaai, Uaaha xecn dan Menengah. 

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat JI di Sulawesi 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 
Nomor 74, Tambahan Lcmbaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 1822); 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 
Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Ataa Undang­ 
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan 
Lembaran Negara Repub!ik Indonesia Nomor6801); 

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara t Republik Indonesia Nomor 5494); 
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. ' . 
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomoc 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana 
telah diubah beberapa kali, terakh1r dengan Undang­ 
Undang Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan 
Pemerintah Pengganli Undang-Undang Nomor 2 Tahun 
2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang·Undang 
(Lemba.ran Negara Republik lndonnia Tahun 2023 
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6856); 

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 
Administnlai Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana 
telah diubah beberapa ka1i, terakhir dengan Undang­ 
Undang Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 
2022 tcntang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Repubhk 
Indonesia Nomor 6856); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5888) scbagaimana telah 
dlubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 
2019 tcntang Perubahan At.as Peraturan Pemerintah 
Nomor 18 Tahun 2016 tcntang Perangkat Daerah 
(Lembaran Negara Republik lndoncsta Tahun 2019 
Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6402); 

7. Peraturan Pemcrintah Nomor 11 Tahun 2017 ten tang 
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lcmbaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas 
Pera tu ran Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 ten tang 
Manajemen Pegawru Negeri Sipil (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6477); 

8. Peraturan Menteri Pedayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistcm 
Kerja pada Jnstansi Pemerintah untuk Penyederhanaan 
Birokrasi (Serita Negara Republik lndoneesa Tahun 2022 
Nomor 181); 

9. Peraturan Daerah Kabupaten Plnrang Nomor Tahun 
2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 

� 2020 Nomor 6). 
\ 

. ' . 
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. 3. 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan: PERATIJRAN BUPATI PINRANG TENTANG KEDUDUKAN, 
SUSUNAN ORGANISASI, TI.JOAS DAN FUNGSJ SERTA 
TATA KERJA OINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN 
MENENGAH. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pa,aJ I 
Da1am Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan : 

J. Daerah adalah Kabupaten Pmrang; 
2. Bupati adalah Bupati Pinrang; 
3. Sekretaria Daerah adalah Sckretaria Daerah Kabupaten Pinrang; 
4. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Pinrang; 
5. Dinas adalah Dinas Koperasi, Ueaha Kecil dan Menengah Kabupaten 

Pin rang; 
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan 

Menengah Kabupaten Pinrang; 
7. Pejabat Pembina Kepegawaian yang se\anjutnya disingkat PPK adalah 

pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, 
pemmdahan, dan pemberhentian Pegawai Ape.mtur Sipil Negara dan 
pembinaan manajemcn Aparatur Sipil Negara di instansi pemerintah 
seauai dengan ketentuan peraturan perundang·undangan. 

8. Pejabat Pembina Kepcgawaian yang aelanjutnya diaingkat PPK adalah 
Bupati Pinrang. 

9. Aparatur Sipil Negara adalah istilah kelompok profesi bllgi pegawai­ 
pegawai yang bekerja pada lnatansi Pemerintah balk di tingkat Pusat 
maupun Oaerah. 

10. Pejabat yang Ber...·enang yang selanjutnya disingkat PyB adalah 
pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses 
pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Aparatur 
Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­ 
undangan. 

t I. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan yang berisi 
fungsi dan tugaa berkailan dengan pelayanan rungaiona1 yang 
berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. 

12. Togas adalah lkhtisar dari keseluruhan tugasjabatan; 
13. Fungai adaJah pekerjaan yang merupakan penjabaran dari tugas; 
14. Uraian tugaa ada.lah paparan atau bentangan ataa semua tugas 

jabatan yang merupakan upaya pokok yang dilakukan pemegang 
jabatan. 

BAB II 
KE DU DU KAN 

Paw 2 
Dinaa sebagaimana dimakaud dalam Pasa.l l angka 5, dipimpin oleh 
Kepala Dina& yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati \ melalui Sckretaris Daerah. 
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. 4 . 

BAB III 
SUSUNAN ORQANISASI 

Pua! 3 
(1) Susunan Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, 

terdiri etae: 
a. KepaJa Dinaa; 
b. Sek:retariat terdiri atas: 

I. Subbagian Program dan Keuangan; dan 
2. Subbagian Umum, Kepegawaian dan Hukum. 

c. Bidang Kelembagaan dan Pengawasan; 
d. Bidang Pemberdayaan Uaaha Mikro, Kecil dan Mcnengah; 
e. Bidang Pemberdayaan Kopcrasi; dan 
f. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelak&ula. 

(2) Bagan Struktur Organisasi Oinas sebagaimana dimaksud pada ayat 111 
tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak 
terpisa.hkan dari Peraturan Bupati ini. 

BAB IV 
TUGAS, FUNGSI DAN URAIAN TI/GAS 

Bagian Kesa.tu 
Kepala Dinas 

Pa""1 4 
(1) Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati menyelengprakan 

urusan pemerintahan di bidang Koperasi, Ueaha Kecil dan Menengah 
yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang 
diaerahkan oleh Bupab kcpadanya. 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagairnana dimaksud pada ayat (1), 
Kcpala Dinaa Koperasi, Usaha Kccil dan Menengah menyelenggarakan 
fungsi: 
a. perumusan kebijakan uruaan pemerintahan Bidang Koperasi, 

Uaaha Kedl dan Menengah; 
b. pelaksanaan kebijaka.n urusan pemerintahan Bidang Koperasi, 

Usaha Kecil dan Menengah; 
c. pelakaanaan, monitoring. evaluaai dan pelaporan urusan 

pemerintahan Bidang Kopera.st, Usahe Kecil den Menengah; 
d. pelaksanaan administrasi Dinaa; dan 
e. penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. 
(3) Uraian tugas Kepala Oinaa sebagaimana dimakaud pada ayat (1), 

meliputi: 
a. menyusun rencana kegiatan dinas sebagru pedoman dalam 

pelaksanaan tugaa; 
b. mendistnbusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan rugas; 
c. memantau, mengawasi dan mengevaluaai pelaksanaan tugs.a dalam 

lingkungan Dinaa untuk mengetahui perkembe.ngan pelakaanaan 
tugas; 

d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaral dan/atau 
menandatangani naskah dinaa; 

e. mengikuti rapat-rapat seauai bida.ng tugaanya; 
f. merumuakan dan menetapkan serta menetapkan Rencana t Strategis, Rencana Kerja dan Rencana Kerja Anggaran Dines; 
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g. merumuskan kebijakan teknis di bidang Kopcrasi, Usaha Kecil dan 
Menengah; 

h. mengoordinaaikan penyusunan kebijakan daerah di bidang 
Koperasi, Usaha xecu dan Menengah; 

1. memantau, mengawasi dan mengevaluasi penyclenggaraan fungsi 
lain dalam lingkup Dinas untuk rnengetahui perkembangan 
pelaksanaan tugaa; 

j. mcnyusun rancangan, mengorekai, memaraf dan/atau 
menandatangani naakah dinas; 

k. mengkoordinir Penyelenggaraan Sutvey Kepuasan Masyarakat 
dalam lingkup Dinas; 

I. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan kementerian, 
pemerintah provinsi dan SKPD unit kcrja terkait dalam rangka 
kelancaran tugas; 

m. menetapkan Standar Pelayanan dalam lingkup Dinas; 
n. membina pelaksanaan Sietem Pengendalian Intern Pemerintah 

dalam lingkup Dinaa; 
o. mengoordinir penyuaunan Laporan Kinerja lnstansi Pemerintah 

Dinas; 
p. melakukan pembinaan tcrhadap penyusunan Standar Operasional 

Prosedur dalam lingkup Dinas; 
q. menyelenggarakan monitoring, evaluasi dan pengawasan 

penyelenggaraan kc bijakan teknis di Bidang Kelem bags.an dan 
Pengawasan, Pemberdayaa.n Use.ha Mikro, Kecil dan Menengah, 
serta Pemberdayaan Koperasi; 

r. menyelenggarakan koordinasi dan konsulta&i dcngan lembaga 
pemerintah dan non pemerintah da!am rangka penyelenggaraan 
urusan Pcmerintahan bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah: 

•· menilai kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara seauai 
kctcntuanPeraturan Per Undang-undangan; 

t. mcnyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kcpala Dinas dan 
memberikan saran pertimbangan kcpe.da Atasan sebagai ba.han 
pcrumusan kcbijakan; dan 

u. mcnyelcnggarakan tugas kedinasan Jain yang d!pcrintahkan atasan 
8C8Uai dcngan bidang tugasnya. 

Bagian Kedua 
Sckretariat 

Pa,aJ 5 
(I) Sckrctariat diprmpin olch Sekretaria yang mcmpunyai rugas mcmbantu 

Kcpala Dinaa dalam melakaanakan koordinasi kegiatan, memberikan 
pelayanan teknia dan adminiatra.li penyusunan program, pelaporan, 
umum, kcpcgawaian, hukum, dan kcuangan dalam lingkup Dinaa. 

(2) Untuk mclaksanakan tugas acbagaimana dimakaud pada ayat (1), 
Sekretaria menyclcnggarakan fungsi : 
a. pengoordinaaian penyclcngga.raan fungai lain dalam lingkup Dinas; 
b. pengoordinaaian pcnyusunan program dan pelaporan dalam 

lingkup Dinas; 
c. pcngoordinasian urusan umum, kepegawaian, dan hukum dalam 

linglrup Dinas; 
d. pengoordinasian pcngclolaan adminiatraai kcuangan dalam Ungkup 

Dinas; dan 
e. pcnyclcnggaraan fungsi lain yang dibcrikan olch pimpinan -uai 

� dcngan tugas dan fungsinya 
\ 
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(3) Uraian tugas Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
mcliputi; 
a. menyusun rencana kegiatan dinaa aebagai pedoman dalam 

pelaksanaan tugas; 
b. mendistribusikan dan membcri pctuajuk pc\aksanaan tugas; 
c. memantau, mengawa.si dan mengevaluaai pclaksa.naan tugas dalam 

lingkungan Dinas untuk mengetahui perkembangan pela.ksanaan 
tugas; 

d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau 
menandatangani naskah dinas; 

e. mengikuti rapat-rapat sesuai bidang tugasnya; 
f. membantu Kep&la Oinas merumuskan V1si dan Misi aerta 

menetapkan Rencana Strategis, Rencana Kerja dan Rcncana Kerja 
Anggaran Dinas Koperasi, Uaaha Kecil dan Menengah; 

g. menyelenggarakan Survey Kepuasan Masyarakat dalam lingkup 
Dmas; 

h. menyusun dan membuat Laporan Kinerja Instansi Pemcrintah 
Dinas; 

i. mendistribusikan dan memberi petunjuk penyclenggaraan fungsi 
lain aehingga bcrja.lan Jancar, 

j. mengoordinasikan pelakaanaan kegiatan dalarn lingkup Dinas 
sehingga terwajud koordinasi, integrasi, sinkronisaai dan 
simplifikasi pelaksana.an kegiatan; 

le. mengoordinaailcan dan melakaanakan penyuaunan, program, 
perencanaan, pengendalian, dan cvaluasi serta pelaporan kinerja 
Dinas; 

I. mengoordinaailcan dan melaksanakan pelayanan adminiatrasi 
umum, kepegawaian dan hukum dalam lingkup Dinas; 

m. mengoordinaailcan dan melakaanalcan pelayanan adminlatraal 
keuangan; 

n. menyelenggarakan dan mengoordinaaikan admini.straSI pengadaan, 
pemeliharaan dan penghapusa.n barang; 

o. mengoordinasikan dan memfasilitaai kegiatan organiaaai dan 
tata.la.kaana; 

p. menyusun dan melakaanaka.n Standar Pelayanan dalam lingkup 
Dinas; 

q. mengoordinasikan pelakaanaan Penilaian Mandiri Pelaksanaan 
Reformaai Birokrasi dalam lingkup Oinas; 

r. menyelenggaralcan fungsi Pejabet Pengelola Informasi Ookumentasi 
dalam lingkup Dinaa; 

s. menyusun laporan basil penyelenggaraan fungsi lain Sekretariat 
dan memberikan saran pertirnbangan kepade pimpinan sebagai 
bahan perumuaan kebijakan; 

t. memfuilitasi pelaksanaan Sistem Peng,endalian Intern Pemerint&h 
delam lingkup Dinas; 

u. menyusun Standar Operasional Prosedur sesuai rincian tugas dan 
melakukan cvaluaai Standar Operasional Prosedur dalam lingkup 
Dlnas; 

v. menyelenggarakan monitoring, evaluaai dan pengawasan 
penyelenggaraan kebijakan teknis di Bidang Bidang Kelembagaa.n 
dan Pengawasan, Pemberdayaan Usaha Milcro, Kecil dan Menengah, 
serta Pemberdayaan Koperasi; 

w. Menyelenggarakan monitoring, cvaluasi dan pelaporen hasil 4 pelaksa.naan kegiatan; l 
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lingkungan Dinas untuk mengetahui perkembangan pela.ksanaan 
tugas; 

d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau 
menandatangani naskah dinas; 

e. mengikuti rapat-rapat sesuai bidang tugasnya; 
f. membantu Kep&la Oinas merumuskan V1si dan Misi aerta 

menetapkan Rencana Strategis, Rencana Kerja dan Rcncana Kerja 
Anggaran Dinas Koperasi, Uaaha Kecil dan Menengah; 

g. menyelenggarakan Survey Kepuasan Masyarakat dalam lingkup 
Dmas; 

h. menyusun dan membuat Laporan Kinerja Instansi Pemcrintah 
Dinas; 

i. mendistribusikan dan memberi petunjuk penyclenggaraan fungsi 
lain aehingga bcrja.lan Jancar, 

j. mengoordinasikan pelakaanaan kegiatan dalarn lingkup Dinas 
sehingga terwajud koordinasi, integrasi, sinkronisaai dan 
simplifikasi pelaksana.an kegiatan; 

le. mengoordinaailcan dan melakaanakan penyuaunan, program, 
perencanaan, pengendalian, dan cvaluasi serta pelaporan kinerja 
Dinas; 

I. mengoordinaailcan dan melaksanakan pelayanan adminiatrasi 
umum, kepegawaian dan hukum dalam lingkup Dinas; 

m. mengoordinaailcan dan melakaanalcan pelayanan adminlatraal 
keuangan; 

n. menyelenggarakan dan mengoordinaaikan admini.straSI pengadaan, 
pemeliharaan dan penghapusa.n barang; 

o. mengoordinasikan dan memfasilitaai kegiatan organiaaai dan 
tata.la.kaana; 

p. menyusun dan melakaanaka.n Standar Pelayanan dalam lingkup 
Dinas; 

q. mengoordinasikan pelakaanaan Penilaian Mandiri Pelaksanaan 
Reformaai Birokrasi dalam lingkup Oinas; 

r. menyelenggaralcan fungsi Pejabet Pengelola Informasi Ookumentasi 
dalam lingkup Dinaa; 

s. menyusun laporan basil penyelenggaraan fungsi lain Sekretariat 
dan memberikan saran pertirnbangan kepade pimpinan sebagai 
bahan perumuaan kebijakan; 

t. memfuilitasi pelaksanaan Sistem Peng,endalian Intern Pemerint&h 
delam lingkup Dinas; 

u. menyusun Standar Operasional Prosedur sesuai rincian tugas dan 
melakukan cvaluaai Standar Operasional Prosedur dalam lingkup 
Dlnas; 

v. menyelenggarakan monitoring, evaluaai dan pengawasan 
penyelenggaraan kebijakan teknis di Bidang Bidang Kelembagaa.n 
dan Pengawasan, Pemberdayaan Usaha Milcro, Kecil dan Menengah, 
serta Pemberdayaan Koperasi; 

w. Menyelenggarakan monitoring, cvaluasi dan pelaporen hasil 4 pelaksa.naan kegiatan; l 
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x. menginventarisa.si dan mengkaji permasalahan yang berhubungan 
dengan bidang tugasnya dan menyiapkan bahan petunjuk 
pemecahan masalah; 

y. menyelenggarakan koordinasi dan konsuhasi dengan lembaga 
pemerintah dan non pemerintah dalam rangka pcnyelenggaraan 
uruaan Pemerintahan bidang Koperaer, Usaha Kecil dan Menengah; 

z. menilai ldnerja Pegawai Apara.tur Sipil Negara sesuai ketentuan 
Peraturan Per Undang-undangan; 

aa.menyusun laporan hasil pclakaanaan tugas Kepala Dina• dan 
memberikan saran pertimbangan kepada Atasan sebagai bahan 
perumuaan kebija.kan; dan 

bb. melaksanakan tu gas kedinasan lain yang diperintahkan atasa.n 
sesuai dengan bidang tugaanya. 

Parag,a(J 
Subbagian Program dan Keuangan 

kclcngkapan adminiatrasi penatausahaan ' 
keuangan dinas; 

l'Baal 6 
(IJ Subbagian Program dan Keuangan dipimpin oleh Kepala Subhegian 

Program dan Keuangan mempunyai tug.as membatu Sekretaria da1am 
mengumpulkan bahan dan melakukan penyusunan program, 
penyajia.n data dan penyusunan laporan. 

{2) Uraian tugas Kepala Subbagian Program dan Keuangan sebagaimana 
dimaksud pada ayat fl), meliputi: 
a. menyuaun rencana kcgiatan Subbagian Program dan Keuangan 

sebapi pecloman dalam pc\aku.naan tugas; 
b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas; 
c. mem.antau, mengawasi dan mengevaluast pelaksanaan tugas daJam 

lingkungan Dinas untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan 
tu gas; 

d. menyuaun rancangan, mengoreks.i, memaraf dan/atau 
menandatangani naskah dinas; 

e. mengikuti rapat-rapat sesuai bidang tugasnya; 
f. membantu Sekretaris merumuskan Visi dan Milli serta Rencana 

Strategis dan Rencans. Kcrjs. Dinas; 
g. menyuaun dan mcmbuat dokumen Laporan Kinerja lnatanai 

Pemerintah Dinas; 
h. mcngoordinasikan, menyiapkan bahan data dan informasi program 

dan melakukan penyusunan perencanaan program dan kegiatan; 
i. menyiapkan bahan dan melakukan pemantauan dan evalua111 

kinerja; 
j. mengumpulkan bahan dan menyuaun laporan perjanjtan kinerja 

dinas; 
k. mengumpulkan bahan dan menyusun Rencana Kinerja Tahunan 

dalam lingkup Dinas; 
I. membantu Sekretaris menyiapkan bahan, menyuaun dan 

merumuskan Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan 
Anggaran lingkup Dinas; 

m. mengumpulkan bahan, mengoordinasikan dan menyusun rencana 
kebutuhan barang unit, rencana kebutuhan gaji pegawai, dan 
rencana proyekai pendapatan aebagai bahan penyuaunan angg.ara.n 
Dina a; 

n. melakukan verifikaai 
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o. mengoordinasikan pelakaanaan akuntansi pengeluaran dan 

penerimaa.n keuangan dalam lingkup Dinaa; 
p. menyiapkan bahan dan menyusun laporan keuangan dalam 

lingkup Dinaa; 
Q. menyusun realisasi perhitungan anggaran dalam lingkup Dinas; 
r. mengevaluaai penyelenggaraan fungsi lain bendaharawan dalam 

lingkup Dinaa Kopere..si, Uaaha Kecil dan Menengah; 
a. mengumpulkan bahan, mengoordinaaikan dan menindaklanjuti 

laporan basil pemenkaaan keuangan dalam lingkup Dinaa; 
t. menyuaun laporan basil penyelenggaraan fungsi lain Subbagian 

Program dan Keuangan dan memberikan saran pertimbangan 
kepada pimpinan sebagai bahan perumuaan kebijakan; 

u. menyuaun Standar Operasional Prosedur seauai rincian tugaa dan 
melakukan evaluasi Standar Operaaional Prosedur; 

v. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pengawasan 
penyelenggaraan kebijakan teknis di bidang Subbagian Program 
dan Keuangan; 

w. Menyelenggarakan monitoring, evaluasi dan pelaporan basil 
pelakaanaan kegiatan; 

x. menginventarisasi dan mengkaji pennasalahan yang berhubungan 
dengan bidang tugasnya dan menyiapkan bahan petunjuk 
pemecahan masalah; 

y. melakaanakan koordinaai dan konaultasi dengan lembag.a 
pemerintah dan non pemerintah dalam rangka penyelenggaraan 
urusan Pemerintahan bidang Koperasi, Uaaha Kecil dan Menengah; 

z. menilai kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara. seauai ketentuan 
Peraturan Per Undang-undangan; 

aa. menyusun laporan hasLI pelaksanaan tugaa Kepala Dina, dan 
memberikan saran pertimbangan kepada Atasan scbagai bahan 
perumusan kebijakan; dan 

bb.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan 
seauai dengan bidang tugasnya. 

Paragraf 2 
Subbagian Umum, Kepegawaian Dan Hukum 

Paaal 7 
(1) Subbagian Umum, Kepegawaian, dan Hukum dipimpin oleh Kepala 

Subbagian Umum, Kepegawaian, dan Hukum mempunyai tugas 
membantu Sekretaris dalam mengumpulkan bahan dan melakukan 
urusan ketatausahaan, pelayanan infonnasi, adm1nistrasi pengadaan, 
pemeliharaan dan penghapusan be.rang, urusan rumah tangga 8Crta 
mengelola administraai kepegawaian dan hukum dalam lingkup Dinaa; 

(2) Ura:lan tugas Kepala Subbagian Umum, Kepegawaian, dan Hukum 
sebagaimana dimaksud pa.da ayat (I), melipuo· 
a. menyusun rencana kegiatan Subbagian Umum, Kepegawaian dan 

Hukum sebe.gai pedoman dalam pe\aksanaan tugas; 
b. mendiatribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas; 
c. mem.antau, mengawas.i dan mengeva.luasi pelaksanaan tugas dalam 

lingkungan Dinas untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan 
tugas; 

d. menyueun rancangan, mengoreksi, memarat 
menandatangani naskah dinaa; 

e. mengikuti re.pat-rapa.t eeeuai bidang tugasnya; 
d=/atau t 
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f. melakaana.kan dan mengevaluasi pelakeenean Survey Kcpuasan 
Masyarakat lingkup Dinas; 

g. membantu eekretaria menyuaun dan membuat Laporan Anahsia 
Jabatan, Analiais Bcban Kerja dan Evaluaai Jabatan; 

h. memantau, mengawasi dan mengevaluasi penyelenggaraan fungsi 
Jain dalam lingkup Subbagian Umum, Kepegawaian, dan Hukum 
untuk mengetahui pcrkembangan pelakaana.an tug.as; 

1. menyusun rancangan, mengoreksr dan memara! naskah dlnas 
dalam lingkup Dinaa; 

J· melakukan pengklasifikasian surat menurut jenisnya; 
k. melakukan administrasi dan pendistribusian naskah dinas masuk 

dan keluar; 
I. melakukan pengek>Jaan arsip naske.h dinas dalrun lingkup Dinas; 
m. menyiapkan bahan dan menyuaun administrasi pcngadaan, 

pcndistribusian, pemeliharaan, inventariaasi dan pcnghapusan 
banmg; 

n. menyiapkan bahan dan mcnyusun daftar inventarisasi barang eerta 
menyusun Japoran barang inventar:is; 

o. melakukan, menyiapkan dan mengoordinasikan pengelolaan 
urusan rumah tangga Dinas; 

p. menyiapkan bahan pcnyusunan Standar- Pelayanan dan melakukan 
evaluasi dalam lingkup Dinas; 

q. mengoordinasi.kan dan melakukan pengumpulan, pcngolahan, 
pcnyajian data dan )nformasi serta ra,ilitasi pelayanan informas1 
dan pengaduan dalam lingkup Dinas; 

r. menyiapkan bahan, mengoordinasikan dan memfasihtasi 
pelaksanaan Sistem PengendaJian Intern Pemerintah dalam lingkup 
Dinaa; 

,. memperaiapkan dan mengoordinaaikan pelakaaanaan rapat dinaa, 
upacara bendera, kehumasan dan kepmtokoleran dalam lingkup 
Dinas; 

L menyiapkan bahan, menghimpun dan menge1o!a data kehadiran 
pegawa.i; 

u. mengoordmasikan dan menfasilitaai administrui eurar tuga, dan 
perjalanan dinaa pegawai; 

v. menyiapkan bahan, mengoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan 
organisasi dan tatalakaana; 
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y. menyuaun rencana kebutuha.n pengembangan sumber daya 
manuitia aparatur dalam lingkup Dina.a; 

z. menyiapkan bahan perumuaan kebijakan pembinaan, peningkatan 
kompetensi, disiplin dan kesejahteraan aparatur sipil Negara dalam 
lingkup Oinas; 

aa. menyiapkan bahan dan mengoordinasikan adminiauasi 
penyuaunan produk hukum di lingkup Dinaa; 

bb.mengumpulkan bahan, mengoordinasikan dan menindakla.njuti 
laporan hastl pemeriksaan dalam lingkup Dinas; 

cc. menyusun laporan hasil penyelenggaraan fungsi lain Subbagian 
Umum, Kepegawaian, dan Hukum, aerta memberikan saran 
pertimbangan kepada pimpinan sebagai bahan perumusan t kebijakan; 
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dd.menyusun dan melaksanakan Standar Operasional Prosedur sesuai 
Rincian Togas dan mclakukan cvaluasi Standar Operaaional 
Proacdur dalam tingkup Dinaa; 

ee. melaksanakan monitoring, cvaluaai dan pengawasan 
pcnyclcnggaraan kebijakan tcknis di bidang Subbegi.an Umum, 
Kcpcgawaian dan Hukum; 

fr. Menyelcnggarakan monitoring. cvaluasi dan pclaporan basil 
pclaksanaan kcgiatan; 

gg. mcnginventarisaai dan mcngkaji permasalahan yang berhubunga.n 
denga.n bidang tugasnya dan mcnyiapkan bahan petunjuk 
pcmeca.han masalah; 

hh.melaksanakan koordinasi dan konaulta.s1 dcnga.n lcmbaga 
pcmcrintah dan non pemerintah dalam rangka pcnyclcnggaraan 
urusan Pemcrintahan bidang Kopcrasi, Usaha Kccil dan Mcnengah; 

ii mcnilai kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara aesuai kctcntuan 
Peraturan Per Undang-undanga.n, 

jj. mcnyusun laporan haail pclaksanaan tugas Kcpala Dina.s dan 
mcmberikan saran pertimbangan kcpada Atasan sebagai bahan 
perumusan kcbijakan; dan 

kk. mclaksanakan tuga.s kcdinasan lain yang diperintahkan atasan 
aesuai denga.n bidang tugasnya. 

Bagian Ketiga 
Bidang Kelembagaan dan Pengawasan 

.... , 8 
(1) Bidang Kelembagaan dan Pengawasan dipimpin oleh Kepala Bidang 

Kelembagaan dan Pengawasan mempunyai tugas membatu Kepala 
Dinas dalam memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan 
pelaksanaan tugas Scksi Kelembagaan dan Badan Hukum Kopcrasi, 
Sekai Tatalaksana dan Pendataan Kopenu,i, Sek.si Pengawasan, 
Pemerik.saa.n dan Penilaian Kesehatan merumuskan bahan kebijakan 
pcmbentukan, penggabunga.n, dan pcleburan serta pembubaran 
koperasi, fasilita111 pelaksanaan pengesahan dan pcngumuman aktc 
pcndirian, perubahan Angganm Os!IIU' dan Anggaran Rumah Tangga 
sena pembubaran kopcra.ai. 

(2) Untuk melaksanakan tugaa sebe.gaimsna dimaksud pada ayat (II, 
Kepala Bidang Kelembagaan dan Pengawaaan men.yclenggarakan 
rungai: 
a. pcnyusunan kcbijakan teknis dan penyelenggaraan tugas program 

dan kcgiatan bidang kelembagaan dan badan hukum koperasi; 
b. pembinaan dan pengoordinaaian, pengendalian dan pengawasan 

program dan kegia.tan Bidang Kelembe.gaan dan Badan Hukum 
Koperasi; 

c. pcnyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan rugas program 
dan kegiatan Bidang Kclcmbagaan dan Badan Hukum Koperasi; 
dan 

d. penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan olch pimpinan 9esuai 
denga.n tugas dan fungsinya. 

(3) Uraisn tugas Kepa)a Bidang Kelembagaan dan Pengawasan 
aebagaimana dimaksud pada a,yat (1), meliputi: 
a. menyusun rencana kcgiatan Bidang Kelembagaan dan Pengawaaan 

sebagai pedoman dalam pclakaanaan tugas; 
b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelakaanaan tugas, 

' 
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c mem.antau, mengawasi dan mengevalwui pelak:,an.aan tugas dAlam 
lingkungan Dinas untuk mengetahui perkembangan pe!aksanaan tu gas; 

dan/atau m,marar d. menyusun rancangan, mengorcksi, 
menandatangani naskah dinas, 

e. mengilruti rapat-rapat seauai bidang tugasnya; 
f. mel.aksanakan koordinasi kepada seluruh bidang serta menyiapkan 

bahan penyusunan program dina1; 
g. menyusun laporan hasll pelaksanaan tuga.s Bidang Kelembagaan 

dan Badan Hukum Koperasi serta memberikan pertimbangan 
kepada pimpinan sebagai bahan perumusan ke'oijakan; 

h. melakukan pembinaan dan pengendalian terhadap pelaksanaan 
kebijakan tekni1 operasional pengembangan Seksi Kelembagaan 
dan Sadan Hukum Koperasi, Seksi Tatalaksana dan Pendataan 
Koperasi serta Seksi Pengawasan, Pemerikaaan dan Penilaian 
Kesehatan; 

i. menyelenggarakan koordinasi pembinaan terhadap pelaksanaan 
pembentukan koperasi, pembubaran, penggabungan serta 
peleburan dan pembagian koperasi; 

j. mengusulkan pemberian sanksi kepada koperasi yang tidak 
melaksanakan kewajibannya atau tidak melaksanakan Rapat 
Anggota Tahunan sesuai ketentuan peraturan perunclang· 
undangan yang berlaku; 

k. menyusun dan melaksanakan Standar Operasional Ploecdur 8Cf1Uai 
uraian tugas clan melakukan evaluasi Standar Opera.3ional 
Prosedur; 

I. menyelenggarakan monitoring, evaluaai dan pengawasan 
penyelenggaraan kebijakan teknis di Bidang Kelembagaan dan 
Pengawasan; 

m. menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga 
pemerintah dan non pemerintah dalam rangka penyelenggaraan 
urusan Pemenntahan biclang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah; 

n. menilai kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara sesual ketentuan 
Peraturan Per Undang-undangan; 

o. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Dinas dan 
memberikan saran pertimbangan kepada. Atasan sebagai bahan 
perumusan kebijakan; dan 

p. melaksanakan tuga.1 kedinasan lain yang diperintahkan atasan 
eesuai dengan bida.ng tugasnya. 

Bagian Keempat 
Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah 

Pasal 9 
{I) Bidang Pemberdayaan Usaha Mtkro, Kecil dan Menengah dipimpin 

oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Mtkro, Kecil clan Menengah 
mempunyai tugas membe.ntu Kepala Dinaa dalam memimpin, 
mengoordinasikan dan mengendahkan �nyelenggaraan fungs.i lain 
Seksi Promosi dan Perna.saran, Seksi Kelembagaan Usaha Mikro, 
Kecil dan Menengah, Seksi Usaha dan Promosi Usaha Mikro, Kecil 
dan Menengah, Sekai Kemitraan clan Pembiayaan Usaha Milcro, Kecil 
dan Menengah mengkaji, merumuskan bahan kebijakan teknis, 
pembinaan dan pengembangan di Bidang Usaha Mikro, Kecil dan 

� Menengah. 
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oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Mtkro, Kecil clan Menengah 
mempunyai tugas membe.ntu Kepala Dinaa dalam memimpin, 
mengoordinasikan dan mengendahkan �nyelenggaraan fungs.i lain 
Seksi Promosi dan Perna.saran, Seksi Kelembagaan Usaha Mikro, 
Kecil dan Menengah, Seksi Usaha dan Promosi Usaha Mikro, Kecil 
dan Menengah, Sekai Kemitraan clan Pembiayaan Usaha Milcro, Kecil 
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� Menengah. 
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(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimabud pada ayat (1), 
Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah 
menyelenggarakan fungsi: 
a. penyusunan kebijakan teknia dan penyelenggaraan tugaa 

program dan kegiatan Bidang Pemberd.ayaan Usaha Mikro, Kedl 
clan Menengah; 

b. pembinaan, pengoordinasian, pengendalian dan pengawaaan 
program dan kegiatan Bidang Pcmberdayaan Uaaha Mikro, Kee.ii 
clan Menengah; 

c. penyelenggara.an, monitoring, evaluaai dan pelaporan tuga..s 
program dan kegiatan Bidang Pemberdayaan Uaaha Mikro, Kecil 
dan Menengah; dan 

d. penyelenggaraan fungai lain yang diberikan oleh pimpinan seauai 
dengan tugaa dan fungsinya. 

(3) Uraian tugaa Kepela Bidang Pemberdayaan Usaha Milao, Kedl clan 
Menengah sebagaimana dunaksud pada ayat (1), meliputi: 
a. menyuaun rencana kegiatan bidang Pemberdayaan Uaaha Mikro, 

Kecil dan Menengah sebagai pe<loman da.lam pelaksanaan tugaa; 
b. mendiatribuaikan dan memberi petunjuk pe\akaanaan tugas; 
c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas 

lingkup Dinas sebagai dasar perkembangan pelaksanaan tugas; 
d. menyuaun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau 

menandatangani na11kah dinas; 
e. mengikuti rapat-rapat aeauai bidang tugasnya; 
f. Menyiapkan bahan pembinaan dan pedoman dalrun pemantapan 

clan pengembangan Usaha Milao, Kecil dan Menengah; 
g. Menyuaun Japoran hasil pelaksanaan tugas biclang Usaha Mikro, 

Kecil dan Menengah dan memberi saran pertimbangan kepada 
ata.san sebagai bahan perumusan kebijakan; 

h. Menyusun kebijakan tcknis dalam pemberdayaan dan 
pengembangan usaha milcro, kecil dan menengah yang melipub 
produkai, promosi, pemasaran, pembiayaan, SDM kem1traan, 
teknologi dan pendampingan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah; 

i. menyusun dan menetapkan kebijakan pemberdayaan dan 
penumbuhan ik1im usaha bagi Usaha Mtkro, Kecil dan Menengah 
yang meliputi pendanaan / penyediaan sumber dana, tata cara. 
dan syarat pemenuhan kebutuhan dana, persaingan / 
perlindungan usaha, prasarana dan infonnaai; 

J. menyelenggarakan pembinaan dan bimbingan tekni11 Usaha 
Mikro, Kecil dan Menengah; 

k. menyelenggarakan pembinaan dengan SOsiali!Mlsi tentang 
kebijakan pengemba.ngan Use.ha Mikro, Kecil dan Menengah 

I. Menyiapkan be.han dalam rangka inronnaai promosi produk - 
produk koperaai dan Ullllha Mikro, Kecil dan Menengah 

m. menyuaun dan melak!lanakan Standar Operasional Proscdur dan 
melakukan evaJuasi Standar Operasional Prosedur; 

n. menyelenggarakan monitoring, evaluaai dan pengawasan 
penyelenggare.an kebijakan tcknis di bidang Pemberdayaan 
Usaha Mikro, Keal dan Menengah; 

o. menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga 
pemerintah clan non pemerintsh dalam rangka penyelenggaraan 
urusan Pemerintahan bidang Koperas1, Usaha Kecil dan 
Menengah; 

p. menilai kinCf)a Pegawai Aparatur Sipil Negara seauai ketentuan f Peraturan Per Undang-undangan; 
\ 
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p. menilai kinCf)a Pegawai Aparatur Sipil Negara seauai ketentuan f Peraturan Per Undang-undangan; 
\ 



· 13 - 

q. menyusun lapon,.n hasil pelaksanaan tugas KepeJa Dinas dan 
memberikan saran pertimbangan kepada Atasan sebagai bahan 
perumusan kebijakan; dan 

r. melakaanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan 
scsuai dengan bidang tugasnya. 

Bagian Kelima 
Bidang Pemberdayaan Koperasi 

Pa!l8.l 10 
(I) Bidang Pemberdayaan Koperasi dipimpin olch Kepala Bidang 

Pemberdayaan Kopcrasi mempunya1 tuga1 mcmbantu Kcpala Dinas 
dalaJn memimpin, mengoordinasikan dan mcngendalikan 
pelaksanaan tugas Seksi Pengawasan, Kepatuhan dan Kelembagaen, 
Seksi Pengawasan Use.ha Snnpan PinJam, Seksi Penilaian Kesehatan 
Usaha Simpan Piajam, mengkaji, merumuskan bahan kebijaklln 
tcknis, pembinaan dan pengembangan di Bldang Pemberdayaan 
Koperasi. 

(2) Untuk melaksa.nakan tugas sebe.gaimana dimaksud pada ayat (l), 
Kepala Bidang Pemberdayaan Xoperasi menyelenggars.kan fungsi: 
a. penyusunan kebijakan teknia dan penyelengga.raan tugas program 

dan kegiatan Bidang Pemberdayaan Koperasi; 
b. pembinaan, pengoordinasian, pengendalian dan pengawasan 

program dan kegiatan Bidang Pemberdaya.an Koperasi; 
c. penyeknggaraan, monitoring, evaluasi clan pelaporan tugas 

program dan kegiatan Bidang Pemberdayaan Koperasi; dan 
d. pcnyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai 

denge.n tugaa dan fungsinya. 
(3) Uraian tugas Kepala Bidang Pemberdayaan Koperaai. scbagaimana 

dimaksud pad.a ayat (1), meliputi: 
a. menyusun rencana kegiatan Bidang Pemberdayaan Koperasi 

scbagai pcdoman daJam pelaksanaan tugas; 
b. mendi1tribusikan dan memberi petunjuk pclaksanaan tugas; 
c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas 

dalam lingkungan Dinas untuk mengetahui perkembangan 
pelaksanaan tug.a.a; 

d. menyuaun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau 
mcnandatangani naakah dinas; 

e. mengikut:I rapat-rapet sesuai bidang tugasnya; 
f. menyiapkan be.ban pembinaan dan pedoman dalam pemantapan 

dan pengembangan usaha kopcrasi dibidang produksi 
g. menyelenggarakan bimbingan, pemantauan, analisia, evaluasi 

clan pelaporan bidang peningkatan kualitas produkai penanian, 
perikanan, peternakan dan industri eerta jaaa peningkatan 
standanlisasi produk: 

h. mclakukan pembinaan dan pengembange.n melalui perrnodalan 
Koperaai: 

i. mclakukan fasilitasi dan pengembrulgan sistem pemaaaran dan 
kcmitraan bagi koperasi; 

J. mcnyusun dan melakaanakan Stander Operasional Proeedur 
sesuai uraian tugas dan melakukan evaluasi Stander OperasionaJ 
Proaedur; 

k. menyelenggarakan monitoring, evaluaai dan pengawaaan 
penyelenggaraan kebijakan teknia di bidang Pemberdayean .\, 
Koperasi; \ 
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I. menyelenggarakan koordinaai dan konsultasi dengan lembga 
pemcrintah dan non pemerintah dalam penyelenggaraan urusan 
Pemerintahan bklang Koperasi, Uaaha Kecil dan Menengah; 

m. menilai kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara 1te1ruai ketentuan 
Peraturan Per Undang-undangan; 

n. menyusun Japoran hasil pelaksanaan tuga.s Kepa.la Dinas dan 
memberikan ea.ran pertimbangan kcpada Atasan sebagai bahan 
perumusan kebijakan; dan 

o. melakaanakan tugas kedinasan Jain yang diperintahkan atasan 
sesuai dengan bidang tugasnya. 

BAB V 
KELOMPOK JABATAN F'UNOSIONAL DAN PEl.AKSANA 

Pasa.l 11 
(1) Dina.a Koperasi, Use.ha Kecil Dan Menengah dapat membentuk 

sejumlah kclompok jabatan fungsional dan pelaksana sesuai dengan 
kebutuhan dan berdasarkan ketentuan peraturan perundan&­ 
undangan. 

(2) Kelompok Jabatan F'ungsional dan pelaksana. sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) melaksanakan tugas sesuai dengan bidang jabatan 
fungsional dan pelaksana masing-maaing berdasa.rkan ketentuan 
peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada pengaturan 
sistem kerja. 

BAB VI 
TATA KERJA 

Bagian Kesa.tu 
Pelaksanaan Togas dan F'ungsi 

Pasal 12 
(IJ Kepala Dinas dalam melakaanakan tugas dan fungsinya berdasarkan 

kebijakan umum yang ditetapkan oleh Bupati eeeuer dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan; 

(2) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepa.1a Bidang, Kepala Subba.gian, Pejabat 
Funpional, dan Pelaksana dalam lingkup Dinas mclaksanakan tugas 
dan fungsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, 
serta menerapkan prinsip hierarki, koordinasi, kerjasa.ma, integrasi, 
sinkronisasi, aimplifikasi, akuntabilitas, transparansi, serta efektifitas 
dan efisiensi, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang­ 
Undangan; 

(31 Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepa.Ja Subbagian, dalam 
lingkungan Dmas mengembangkan koordinasi dan kerjaaama dcngan 
in11tansi pemcrintah/11wasta terkait dalam rangka mcningkatka.n 
kinerja dan memperlancar pelaksanaan tuga.s dan fungsi Dinas. 

Bagi.an Kedua 
Pengendalian dan Evaluasi, serta Pelaporan dan Pcngawasan 

Pasal 13 
(I) Kepala Oinas, Sekretaris, Kepela Bidang dan Kepa.Ja Subbagian dalain 

1.mgkunga.n Oinas de.lam melakeanakan tugasnya, melakukan 
pcngcndalian dan evaluasi serta melaksanakan rapa.t koordinasi t secara berkala dan/atau sesuai kebutuhan; 
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{2) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Pejabat 
FungsionaJ, dan Pelaksa.na dalam lingkungan Dinas wajib mematuhi 
petunjuk dan arahan pimpinan, serta menyampaikan Jap<>ran eecara 
berkala dan/atau sesuai kebutuhan secara tepat waktu kepada 
atasa.n ma.sing-ma.sing; 

{31 Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepe.la Subbqian dan 
dalam lingkungan Dines melaksanakan pengawasan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undanga.n. 

BAB Vil 
KETENnJAN PERAUHAN 

""'81 14 
Ketentuen yang mengatur sub koordmator dalam Peraturan Bupati 
Pinrang Nomor 61 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisas1, 
Togas dan Fungsi eerta Tata Kerja Dinas Kopera.st, Usa.ha Kecil Dan 
Mcnengah (Serita Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2021 Nomor 61), 
tetap berlaku sampa.i dengan ditetapkannya peraturan bupati tentang 
aiatem kerja pada pemerintah daerah. 

BAB VIII 
KETENTUAN PENUnJP 

Paaal 15 
Dmgan berlakunya Peraturan Bupati ini, Peraturan Bupati Pinrang 
Nomor 61 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisa8l, Togas 
dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah 
(Berita Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2021 Nomor 611 dicabut dan 
dinyata.kan tidak berlaku. 

""441 16 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Apr setiap orang dapat mengeta.huin)·a, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah 
Kabupatcn Pinrang. 

Diundangkan di Pin"1tg 
pada Tangg.a.1 o6 1µ,... 1011'i 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PINRANO 

Ditetapkan di Pinrang 
pada l'anggal tJG 1uiu 'lOJ..� 

BUPATI PINRANG, 

li;:;;-AMIDt 

RAH KABUPATEN PINRANG TAHUN 2023 NOMOR 
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